Menimbang

BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja
dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan,
guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas
kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan
Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2025-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja
Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

€. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang
Indikator Kinerja Utama  Pemernintah Daerah?
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

Mengingat@./




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4148);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Keja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndac (Lembaran
Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao
Nomeor 135);

sebagaimana ﬁ/

f




sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran
Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomeor 005,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao
Nomor 005);

7. Peraturan Bupati Rote Ndac Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

5. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan
terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah %

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

7. Indikator Q/

organisasi.




7. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
IKU Pemerintah Daerah adalah wukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.

8. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang
menggambarkan Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas,
fungsi serta mandat yang diemban.

9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 2 (dua) tahun
yvang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk Periode 2 (dua) tahun dari Tahun 2025-2026.

11. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (duaj tahun.

12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB 1I
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Tujuan penetapan IKU adalah :
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3
(1) Ruang lingkup IKU terdiri d ari:
a. IKU Pemerintah Daerah; dan
b. IKU Perangkat Daerah.
(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,%

tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini
Bab m..q/




BAB III
PENGGUNAAN KU
Pasal 4

IKU digunakan Pemerintah Daerah untuk :

a.
b.
C.
d.
€.

f.

Perencanaan Jangka Menengah;
Perencanaan Tahunan;
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
Pelaporan Akuntabillitas Kinerja;
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; dan
Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan
Kegiatan.
Pasal 5

Keberhasilan pencapaian tUjuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah

dan Perangkat Daerah sebagaimaan termuat dalam dokumen RPD dan

Renstra Perangkat Daerah dapat diukur melalui pencapaian IKU.

(1)

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Perangkat Dacrah melakukan analisis dan
evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi

informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja.

Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dilakukan secara berkala dengan mencermati kendala, hambatan

maupun informasi lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

(1)
(2)

(3)

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan IKU.

Pembinaan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas

kiner ja.

Hasil pembinaan IKU sebagaiman dimaksud pada ayat (2), dilaporkan%'

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 84“,/




Pasal 8

Koordinasi pengintegrasian [KU ke dalam Sistem Perencanaan,
Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi capaian program serta pelaporan
pertanggungjawaban program dan. kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang membiodangi perencanaan pembangunan.

Pasal 9

(I) Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.

(2) Hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, sebagai bahan acuan dalam menyusun laporan
pelaksanaan SAKIP oleh Perangkat Daerah yang membidangi

pengembangan akuntabilitas kinerja

BABV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

Kﬁﬁ“‘:@%&bdmumi 2024
BUPATI RATIANDAO
2y N

% ’.

Diundangkan di Ba'a

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 005




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE. NDAO

NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 3a JANUARI 2024
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026
INDIKEATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAR KABUPATEN ROTE NDAO
No | T INDIKATOR | SATUAN | FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1 |Terwujudnya sumber Indeks Poin Indikator komposit untuk mengukur capaian Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas
daya manusia yang Pembangunan pembangunan kualitas hidup manusia Dinas Pendidikan, Pendidikan, Kepemudaan
berkualitas Manusia Kepemudaan dan Qlahraga dan Olahraga
Badan Pusat Statistik
Meningkatnya kualitas jHarapan Lama Tahun |Lamanya sekolah (dalam tahun} yang diharapkan |Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan,
pendidikan Sekolah akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di |Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga
masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung
untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas
Indeks Poin Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca Dinas Perpustakaan dan Dinas Perpustakaan dan
Pembangunan masyarakat Kearsipan Kearsipan
Literasi Masyarakat
Meningkatnya derajat Usia Harapan Hidup| Tahun |Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk |Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

kesehatan masyarakat

dengan asumsi tidak ada perubahan pola
morlalilas menurut umur

Prevalensi Stunting

%o

Total Balita Stunting/Total Balita di ukur X 100

Dinas Kesehatan
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Bereneana




TUJUAN/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya Laju pertumbuhan Y% Angka yang menunjukan tingkat pertambahan Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
pengendalian penduduk |penduduk (%49 penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu |Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan
dan pengarus-utamaan Anak, Pengendalian Penduduk [Anak, Pengendalian
gender dan Keluarga Berencana Penduduk dan Keluarga

Berencana
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Badan Pusat Statistik
Indeks Poin Indeks yang menunjukkan apakah perempuan Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan |Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan
Gender (IDG) ekonomi dan politik. IDG dibentuk oleh 3 dimensi |Anak, Pengendalian Penduduk Anak, Pengendalian
yaitu keterwakilan di pariemen, pengambilan dan Keluarga Berencana Penduduk dan Keluarga
keputusan dan distribusi pendapatan Berencana
Badan Pusat Statistik
2 |[Meningkatnya Persentase % Jumlah penduduk miskin/Jumlah populasi Seluruh Perangkat Daerah Badan Perencanaan
pertumbuban ekonomi |Penduduk Miskin penduduk X 100 Penelitian dan
dan kesejahteraan Pengembangan Daerah
sosial masyarakat Badan Pusat Statistik
PDRB Per Kapita Rp Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk Seluruh Perangkat Daerah Badan Perencanaan

ADHB

dalam suatu wilayah per periode tertentu Atas
Dasar Harga Berlaku

Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Badan Pusat Statistik

Meningkatnya
kesempatan kerja dan
kesejahteraan sosial
masyarakat

Tingkat
pengangguran
terbuka

Yo

Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja x
100

Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

Persentase PMKS
Mandiri

%

Jumlah Keluarga DTKS PMKS/Total Keluarga
DTKS x 100

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Meningkatnya ekonomi
unggulan daerah

Perturnbuhan
ekonomi

%

Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang
menyebabkan barang dan jasa yang
diproduksikan dalam masayarakat bertambah dan
kemakmuran masyarakat meningkat

Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Badan Pusat Statistik

Badan Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Badan Pusat Statistik

—~




TUJUAN/SASARAN

NG STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya nilai Realisasi investasi Miliar Rp |Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional |Dinas Penanaman Modal dan |Dinas Penanaman Modal dan
investasi dan pendapatan|daerah (PMDN/PMA) Pelayanan Terpadu Satu Pintu jPelayanan Terpadu Satu
asli daerah Pintu

Persentase PAD % Jumlah PAD/Jumlah Pendapatan Daerah X 100 [Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah
terhadap
Pendapatan
3 |Meningkatnya kualitas |Indeks kualitas % IKI = (20% x Jalan) + (20% x Irigasi) + (20% x Dinas Perumahan, Kawasan |Dinas Perumahan, Kawasan
infrastruktur dan infrastrukiur Perumahan) + (20% x Sanitasi) + (20% x Air Pemukiman dan Lingkungan |Pemukiman dan Lingkungan
lingkungan hidup yang Bersih) Hidup, Dinas Pekerjaan Hidup, Dinas Pekerjaan
berkelanjutan Umum dan Penataan Ruang |Umum dan Penataan Ruang
Indeks Kualitas Poin IKLH = {0,376 x Indeks Kualitas Air) + (0,405 x Dinas Perumahan, Kawasan |Dinas Perumahan, Kawasan
Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara) + (0,219 x Indeks Kualitas |Pemukiman dan Lingkungan |Pemukiman dan Lingkungan
{IKLH) L.ahan) Hidup Hidup
Meningkatnya kualitas {Presentase panjang % Jumlah Panjangjalan kabupaten kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan |Dinas Pekerjaan Umum dan
pembarngunan jalan kabupaten baik/Total panjang jalan kabupaten terbangun x {Penataan Ruang Penataan Ruang
infrastruktur dalam kondisi baik 100
Persentase luas % Luas areal yang terlayani irigasi / total luas areal |[Dinas Pekerjaan Umum dan |Dinas Pekerjaan Umum dan
daerah yang yang harus terlayani irigasi x 100 Penataan Ruang Penataan Ruang
terlayani oleh Dinas Pertanian Dinas Pertanian
jaringan irigasi
Persentase % Jumlah rumah tidak layak huni vang dibangun / |Dinas Perumahan, Kawasan |Dinas Perumahan, Kawasan
perbaikan Rumah Totlal rumah tidak layak huni x 100 Pemukiman dan Lingkungan {Pemukiman dan Lingkungan
Tidak Layak Huni Hidup, Dinas Pemberdayaan {Hidup, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Masyarakal Desa
Meningkalnya Persentase Y% Jumlah sampah tertangani / Total timbunan Dinas Perumahan, Kawasan |Dinas Perumahan, Kawasan
pengendalian dampak Pengelolaan Sampahx 100 Pemukiman dan Lingkungan |Pemukiman dan Lingkungan
lingkungan dan Sampah Hidup Hidup
pemanfaatan ruang
Indeks Kualitas Air Poin Survel kualitas air secara umum dengan Dinas Perumahan, Kawasan |Dinas Perumahan, Kawasan

menggunakan sekelompok parameter

Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

Pemukiman dan Lingkungan
Hidup




TUJUAN/BASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Persentase L) Realisasi RTRW /Rencana peruntukan x 100 Dinas Pekerjaan Umum dan  |Dinas Pekerjaan Umum dan
kesesuaian Penataan Ruang Penataan Ruang
pemaniaatan ruang

4 |Meningkatnya Indeks Reformasi Poin Hasil evaluasi Kemen PAN RB Inspektorat Inspektorat
implementasi reformasi |Birokrasi Badan Kepegwaian,
birokrasi dan kualitas Pendidikan, Pelatihan dan
pelayanan publik Sumbey Daya Manusia Daerah
Bagian Organisasi
Indeks Kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survet kepuasan |Perangkat daerah pelayanan |Bagian Organisasi
Masyarakat masyarakat pada pemerintah dacrah publik
Terwujudnya Nilai akuntabilitas Predikat |Nilai SAKIP daerah Seluruh Perangkat Daerah Bagian QOrganisasi
pemerintahan yang kinerja pemerintah
akuntabel (SAKIP)
Opini BPK terhadap Opini  |Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK Badan Keuangan dan Aset Badan Keuangan dan Aset
Laporan Keuangan terhadap laporan keuangan daerah pemerintah Daerah Daerah
Pemerintah Daerah daerah
Indeks Pengelolaan | Predikat |Penilaian Kemendagri Badan Keuangan dan Asel Badan Keuangan dan Aset
Kevangan Daerah Daerah Daerah
{IPKD)
Meningkatnya kualitas  |Indeks Inovasi Skor Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan |Seluruh Perangkat Daerah Badan Pereneanaan
pelayanan publik yang Daerah kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah Penelitian dan
inovatif didukung oleh bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pengembangan Daerah
teknologi dan informasi pemerintahan daerah
Indeks Sistem Skor Evaluasi tingkat kematangan Pelaksanaan SPBE |Semua Perangkat Daerah Dinas Komunikasi,

Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)

{Permenpan RB nomor 5 tahun 2018)

Informatika, Statistik dan
Persandian




TUJUAN/BASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas  |Indeks Poin Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Semua Perangkat Daerah Badan Kepegwaian,
Aparatur Sipil Negara Profiesionalitas ASN ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, Pendidikan, Pelatihan dan
{ASN) kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN Sumber Daya Manusia

dalam melaksanakan tugas jabatan Daerah
Meningkatnya Angka kriminalitas Kasus |Jumlah kriminalitas yang terjadi Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja
Ketentraman dan
ketertiban serta
ketahanan bencana Indeks Resiko Poin Penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan
Bencana Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh Bencana Daerah Bencana Daerah
stakeholder penanggulangan bencana
Indeks Desa Poin Indeks kompaosit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, |Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan

Membangun

vakni Indeks Ketahanan Sesial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Ketahanan
Ekologi/Lingkungan

Masyarakat Desa

Masyarakat Desa




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

SMP/ MTs

Kepemudaan dan

Olahraga

Kepemudaan dan

QOlahraga

NOMOR : § TAHUN 2024
TANGGAL : $&4 JANUARI 2024
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATER ROTE NDAO TAHUN 2025-2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO
A ARAN INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN | PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya kualitas |Harapan lama sekolah Tahun Lamanya sekolah (dalam tahun) yang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan,
pendidikan diharapkan akan dirasakan oleh anak pada Kepemudaan dan Kepemudaan dan
umur tertentu ¢i masa mendatang. Harapan Olahraga Olahraga
lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia
7 tahun ke atas
Rata-rata lama sekolah " Tahun  |Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang |Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan,
pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang Kepemudaan dan Kepemudaan dan
diduduki dan pendidikan yang ditamatkan Qlahraga Olahraga
Meningkatnya akses  |Persentase penduduk usia 5-6 % Jumlah siswa PAUD usia 5-6 tahun/Total  |Dinas Pendidikan, = |Dinas Pendidikan, |
layanan pendidikan tahun yang berpartisipasi dalam jumlah anak usia 5-6 tahun x 100 Kepemudaan dan Kepemudaan dan
masyarakat pendidikan PAUD Qlahraga Olahraga
Angka partisipasi kasar %  |Jumlah murid SD atau Sederajat dan SMP atau |Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, |
Sederajat / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun |Kepemudaan dan Kepemudaan dan
x 100 Olahraga Olahraga
_Angka partisipasi murni I %o Rata-rata Angka pMmﬁag;u£&{Aﬁﬁ)_ --------------- Dinas VPe;ld;all-{_ar;,mu o F[;m_a—su Pendidikan,
SD/MI/ Paket A dan Angka partisipasi murni Kepemudaan dan Kepemudaan dan
(APM) SMP/MTs/ Paket B Olahraga Olahraga
Persentase penduduk usia 7-15 % |Jumlah siswa SD dan SMP usia 7-15 tahun | Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan,
tahun yang berpartisipasi dalam /Total jumlah penduduk usia 7-15 tahun x 100 |Kepemudaan dan Kepemudaan dan
pendidikan dasar Olahr:aga Olahraga
Persentase penduduk usia 7-18 | % Jumlah siswa pendidikan kesetaraan usia 7-18 |Dinas Pendidikan,  |Dinas Pendidikan,
tahun yang berpartisipasi dalam tahun/Totaljumlah penduduk usia 7-18 tahun |Kepemudaan dan Kepemudaan dan
pendidikan kesetaraan x 100 Olahraga Qlahraga
Angka putus sckolah Orang Jumlah angka putus sekolah (APS) SD/ MI dan |Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan,

q/




TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PERANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Rasio guru/murid sekolah % Jumlah guru (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan,
pendidikan dasar {/10.000) murid (SD/MI+SMP/MTs} x 100 Kepemudaan dan Kepemudaan dan

Olahraga Olahraga
 Penduduk yang berusia >15 % ~ |Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia Dinas F’én&&km Dinas Pendidikan,
tahun melek huruf (tidak buta >15 Tahun melek hurul se-Kabupaten dan Kota | Kepemudaan dan Kepemudaan dan
alsara) / Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 [Olahraga Olahraga

tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota x
160
Guru yang memenuhi kualifikasi % Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-1V /  |Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan,
S1/D-1V Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs x 100 Kepemudaan dan Kepemudaan dan
Olahraga Olahraga
Meningkatnya prestasi |Tingkat piartisipasi pemuda dalam % Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi Dinas Pendidikan, Ihnas Pendidikan,
olahraga dan peran organisasi kepemudaan yang aktif kepemudaan yang aktif / Jumlah seluruh Kepemudaan dan Kepemudaan dan
serta kepemudaan pemuda dalam organisasi kepemudaan yang Olahraga Olahraga
dalam pembangunan aktif x 100
Persentase atlit yang % Jumlah atlit yang mendapatkan medali dalam |Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan,
mendapatkan medali dalam Kejurprov/Kejurda / Jumnlah seluruh atlit yang |Kepemudaan dan Kepemudaan dan
Kejurprov /Kejurda mengikuti Kejurprov/Kejurda x 100 Olahraga Olahraga
DINAS KESEHATAN
Meningkatnya derajat |Usia Harapan Hidup Tahun Angka perkiraan lama hidup rata-rata Dinas Kesehatan Ilinas Kesehatan
kesehatan masyarakat penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan
pola mortalitas menurut urmur
Prevalensi stunting % Jurnlah Balita Stunting / Jumlah Balita Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
ditimbang x 100
Meningkatnya Kasus kematian ibu Kasus Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
kesehatan ibu, anak bersalin dan nifas pada kurun waktu tertentu

dan gizi masyarakat Kasus kematian bayi Kasus Jumlah kematian bayi yang terjadi pada bayi |Dinas Kesehatan  |Dinas Kesehatan
usia 0-11 bulan ({termasuk neonatal) pada

kurun waktu tertentu

3 i i e

Kasus kematian balita Kasus Jumlah kematian bayi yang terjadi pada bayi " |Dinas Kesehatan
usia 0-59 bulan (termasuk neonatal) pada
kurun waktu tertentu

Dinas Kesehatan

Provalensi balita gizi buruk | %  |Jumlah balita gizi buruk / Jumlah balita Dinas Kesehatan ~ |Dinas Kesehatan
ditimbang x 100

Prevalensi balita giz kurang | %  |Jumlah balita gizi kurang / Jumlah balita
ditimbang x 100

| Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan




i

pengelolaan sumber
daya air

terlayani oleh jaringan irigasi

_I;Iénmgkatnya irigaéi
kabupaten dalam
kondist baik

Persentase i;i_gasi kabupaten
dalam kondisi baik

arcal yang harus terlayani irigasi x 100

Yo

Panjang mgas1 kébupaten dalam kondisi baik /
Total panjang irigasi kabupaten terbangun x
100

dan Penataan Ruang

NO Tuﬁﬁmm INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya Persentase puskesmas % Jumlah puskesmas terakreditasi paripurna / |Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
ketersediaan dan mutu |terakreditasi paripurna Jumlah puskesmas yang disurvei x 100

- {fasilitas pelayanan - +- . e e TS -
ka esehat ar: yan Persentase rumah sakit Y Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna / |Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
terakreditasi paripurna Jumlah Rumah Sakit yang disurvei x 100
ﬁéﬁingkamya Persentase Succes Rate T % Jumlah kasus penderita TBC yang sembuh /  |Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan )
Pencegahan dan Tuberculosis Jumlah pengobatan lengkap kasus TBC x 100
Pengendalian Penyakit | o ~ o
Prevalensi HIV/ AIDS Per 1.000 Jumlah Orang vang posituf HIV/AIDS / Jumlah [Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
penduduk |Penduduk x 1000
3 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya Persentase jalan kabupaten % Jumlah Panjang jalan kabupaten kondisi Dinas Pekerjaan Umum  {Dinas Pekerjaan Umum
Konektivitas kondisi baik baik/Total panjang jalan kabupaten terbangun [dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang
x 100
Meningkatnya Persentase jalan kabupaten % Jumlah panjangjalan kabupaten kondisi Dinas Pekerjaan Umum  |Dinas Pekerjaan Umum
infrastruktur jalan antar{kendisi mantap sedang dan baik /Total panjang jalan dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang
wilayah kabupaten terbangun kabupaten x 100
Persentase jalan strateiis desa % Jumlah panjang jalan strategis desa terbangun |Dinas Peker jaan.-Umum. Dinas Pekerjaan Umum
terbangun /Total panjang jalan strategis desa x 100 dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang
Meningkatnys kualitas { Persentase luas daerah yang Yo Luas areal yang terlayani irigasi / total luas Dinas Pekerjaan Umum  |Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

I e
Dinas Pekerjaan Umuin
dan Penataan Ruang

Dinas Pékezjaan Umum
dan Penataan Ruang

Meningkatnya kualitas
infirastruktur
perumahan bersanitasi
dan air minum layak

Persentase rumah tangga
hersanitasi dan memiliki air
minum layak

Eﬁingkatnya- B
ketersediaan

Jinfrastruktur air imbah

dan air minum

Persentase rumah tangga
hersanitasi layak

Persentase rumah tanéga -
berakses air minum layak

Y%

Jumlah rumah tangga berakses sanitasi dan air
minum layak /Jumiah seluruh rumah tangga x
100

' Jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi |
layak/Total tumah tangga x 100

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Dinas Peker‘j;a};. Umum
dan Penataan Ruang

f

Dinas Peke;]aan Umum
dan Penataan Ruang

Dinas f;ékedaan_tlmum
dan Penataan Ruang




TUJUAN/SASARAN

NO STRA IS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Meningk:ltinyh Ketaatan terhadap RTRW Y% Realisasi RTRW/Rencana peruntukan x 100 Dinas Pekerjaan Umum |Dinas Pekerjaan Umum
pengendalian dan Penataan R
et aatan ena uang dan Penataan Ruang
Menmgk.atnya Pe_arsentase pemanfaatan ruang Y% Luas wilayah termanfaat perkotaan RDTR/Total Dinas Pekerjaan Umum |Dinas PekerjaanTJ;{xm '
kesesuaian wilayah perkotaan luas wilayah perkotaan RDTR x 100 dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang
pemanfaatan ruang

4 |DINAS PERUMAHAN, KAWASAR PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kualitas | Indeks infrastruktur perumahan % {60% x % RLH Tahun N) + (14% x % Sanitasi Dinas Perumahar, Dinas Perumahan
perumahan dan dan permukiman layak Layak Tahun N) + {26% x % Sanitasi Layak Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman
permukiman Tahun N) + (26% x % Air Minum Layak Tahun [dan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup
. , — N) N

Meningkatnya Persentase rumah tidak layak % Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun |Dinas Perumahan, Dinas §gﬁéhan, I
pemenuhan kebutuhan [huni terbangun / Total RTLH x 100 Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman
rumah layak huni bagi dan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup
masyarakat
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Poin IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x Dinas Perumahan, Dinas Perumahan,
::::el:;::i:::n " Hidup {IKLH) IKTL) Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman

& amp. Li i ; idup
lingkungan dan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup
Terjaganya kualitas air [Indeks kualitas Air (IKA) Poin Survei kualitas air secara umum dengan Dinas Perumahan, Dinas Perumahan,
sesuai standar baku menggunakan sekelompok parameter Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman
mutu lingkungan _ _ dan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Persentase penanganan sampah Y% Jumlah sampah tcrtaﬁgani / Total timbunan Dinas Perumahan, ' aﬁéQ%ﬁr?afanv N
penanganan sampah Kota Ba'a Sampah x 100 Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman

dan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup
5 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Meningkatnya Angka kriminalitas Kasus Jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi dalam|Satuan Polisi Pamong Satuan Polisi Pamong
ketentraman, satu tahun Praja Praja
ketertiban umum dan
perlindungan
masyarakat
Terwujudnya Persentase penanganan kasus % :Iu;nlshka;uéiy_a}léduahé;n_l—/tlumlia_h kas;si_“S;tuan Polisi Pdrilor:g B gaftu:ia;l’ohs; Pzi;rxo;g T

ketentraman dan

ketertiban umum

pelanggaran Perda

vang dilaporkan x 100

Praja




TUJUAR/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Persentase gangguan tantribun % Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah Satuan Polisi Parmong Satuan Polisi Pamong
dan perlindungan masyarakat pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat Praja Praja
vang diselesaikan dan terindentifi kasi oleh SATPOL PP x 100

Meningkatnya Tingkat waktu t_:;\nggap (respons Yo Jumlah kasus kehakaran di WMK }ang Satuan Polisi Pamong Satuan Polisi Pa.rnong__
pelayanan time rate) daerah layanan wilayah tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / |Praja Praja

penanggulangan bahaya
kebakaran

manajamen kebakaran (WMK)

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK
x 100

6 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Terwujudnya Persentase desa tangguh bencana % Jumlah desa tangguh bencana / Total seluruh {Badan Penanggulangan |Badan Penanggulangan
kesiapsiagaan dan desa x 100 Bencana Daerah Bencana Daerah
penanggulangan
bencana
Meningkatnya Persentase l;:nanganan pra % Jumlah penanganan pra bencana / Jumlah Badan Penanggulangan Badan Penangg;EnE;n
Pengelolaan Manajemen |beneana Total penanganan pra beneana yang Bencana Daerah Bencana Daerah
dan Penanganan direncanakan x 100
Bencana ~ s - e
Persentase penanganan tanggap Yo Jumlah penanganan tanggap darurat bencana /|Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan
darurat bencana Jumlah Bencana x 100 Beneana Daerah Bencana Daerah
Persentase penanganmi pasca % Jumlah pehanganan pasca benézri;;im;fjumlah Badan Pen;\nggulangan Badan Penanggulanga_f{i_
bencana Total penanganan pasca bencana yang Bencana Daerah Bencana Daerah
direncanakan x 100
7 |DINAS SOSIAL
Meningkatnya Persentase PMKS Mandiri % Jumlah Keluarga DTKS PMKS/Total Keluarga |Dinas Sosial Dinas Sosial
kese jahteraan sosial DTKS x 100
masyarakat
Meningkatnya _]a.m_;’la.n Persentase Keluarga Penerima %  |Jumlah KPM Mandiri/ Total PKH x 100 Dinas Sosial Dinas Sosial
sosial terhadap fakir Manfaat (KPM) PKH Mandiri
miskin
8 |DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

kerja

Meningkatnya
kesempatan kerja dan
perlindungan ketenaga

Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap
jumlah penduduk usia kerja

Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja




TUJUAN/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
= —
Meningkatnya Persentase tenaga ketja lokal % Tenaga kerja lokal yang bersertifikat / Jumlah }Dinas Transmigrasi dan |Dinas Transmigrasi dan
Ketrampilan yang terampil dan produlctif tenaga kerja lokal yiang terdata x 100 Tenaga Kerja Tenaga Kerja
/Kompetensi Tenaga Ibersertifikat}
Kerja
A’i‘erciptanya Hubungan |[Persentase ﬁéﬁ;lgs;;:ah kasus % Jumlah kasﬁé?a?mg diselesaikan / Jumlah Dinas Transmigrasi dan |Dinas Transxﬁiyaéi dan
Industrial yang perselisihan hubungan industrial kasus yang terdaftar x 100 Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Harmonis antara
Pekerja dan Pengusaha
Terwujudnya Persentase Transmigran yang % Jumlah transmigran yang mandiri /Jumlah " |Dinas Transmigrasi ‘dan  |Dinas Transmigrasi dan
Transmigran yang mandiri trapsmigran x 100 Tenaga Kerja Tenaga Kerja
mandiri
Meningkatnya Persentase Transmigran lokal % Jumlah transmigran lokal yang dibina / Jumlah DmasiTransm'igr-ési dan |Dinas Transnﬁgra;;: dan
pembinaan Transmigran |yang dibina transmigran lokal x 100 Tenaga Kerja Tenaga Kerja
lokal
9 |DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGERDALIAN PENDUDUK DAN KB
Mewujudkan Indeks Pembangunan Gender Poin Indikator yang menggambarkan rasio capaian |Dinas P3AP2KB Dinas P3AP2KB
kesetaraan gender {IPG) antara [PM Perempuan dan IPM Laki-Laki
dalam pembangunan
Terwujudnya Persentase partisipasi perempuan Yo Pekerja perempuan di lembaga pemerintah / Dinas P3AP2KB Dinas P3AP2KB
Kesetaraan dan di lembaga pemerintah Jumlah pekerja perempuan x 100
Keadilan Gender (KKG) -
Indeks Pemberdayaan Poin Indeks yang menunjukkan apakah perempuan |Dinas P3AP2ZKB Dinas P3AP2KB
Gender (IDG) dapat memainkan peranan aktif dalam
kehidupan ekonomi dan politik. [IX; dibentuk
oleh 3 dimensi yaitu keterwakilan di parlemen,
pengambilan keputusan dan distribusi
—— . : ] .. .)pendapatan - S
Meningkatnya Laj pertumbuhan penduduk % Angka yang menunjukan tingkat pertambahan |(Dinas P3AP2KB Dinas P3AP2ZKB

pengendalian jumlah
penduduk

Terwu ju;innya
pengendalian penduduk

Kelahiran Total

penduduk pertahun dalam jangka waktu
tertentu

"ﬁ;{tg-irég_;;;ya” ng dilahirkanrseors;ng wanw_:'ta“

selama masa usia suburnya

Dinas P3AP2KB

| Dinas P3AP2KB




TUJUAN/SASARAN

FORMULA PENGUKURAN / PERJELASAN

PENANGGUNGJAWAB SUMB
NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN ER DATA
Meningkatnya kualitas |Persentase perangkat daerah Y% Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif |Dinas P3AP2ZKB Dinas P3AP2KB
dan aksesibilitas {(dinas / bad anj yang berperan aktif] di kampung KB / Jumlah semua perangkat
pelayanan KB, dalam pembangunan daerah daerah x 100
ketahanan keluarga dan |melalui kampung KB
kesehatan reproduksi . - e
serta mengendalikan Rasio akseptor KB %% Jumlah Akseptor KB / Jumlah pasangan usia [Dinas P3AP2KB Dinas P3AP2KB
angka kelahiran subur x 100
Angka pemakaian %  {Jumlah peserta KB aktif / Jumlah pasangan |Dinas P3AP2KB Dinas P3AP2KB
kontrasepsi/CPR bagi perempuan usia subur x 100
menikah 15-49
Angka kelahiran remaja % Jumlah kelahiran dari perempuan pada Dinas P3AP2KB Dinas P3AP2KB |
(perempuan usia 15-19) per 1000 kelompok umur 15-19 / Jumlah penduduk
perempuan usia 15-19 tahun perempuan kelompok umur 15-19 pada
(AFR 15-19) pertengahan tahun yang sama x 100
Cakupan PUS yang ingin ber-KB % Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak Dinas P3AP2KRB " |Dinas P3AP2KkB
tidak terpenuhi (unmet need) terlayani / Jumlah pasangan usia subur x 100
Meningkatnya kualitas | Rasic KDRT % Jumlah KDRT / Jumlah rumah tapgga x 100 | Dinas P3AP2KB Dinas P3AP2KB
perlindungan terhadap
perempuan dan
pemenuhan hak — hak
perempusn dan anak
Terwujudnya Cakupan perempuan dan anak % Jumlah kerban mendapat layanan bantuan Dinas P3AP2KB Dinas P3AP2KB
perlindungan korban kekerasan yang hukum / Jumlah korban yang membutuhkan
perempuan dan anak mendapatkan layanan barntuan bantuan hukum x 100
hukum
Eakupan layanan pemulangan 1 % |Jumlah pé;empuan dan anak korban Dinas P3AP2KR | Dinas P3AP2kB
bagi anak perempuan dan anak kekerasan yang mendapatkan pelayan:in
korban kekerasan pemujungan / Jumlah perempuan dan anak
korban kekerasan yang tercatat di UPT x 100
10 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya knalitas |Nilai Indeks Kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Dinas Kependudukan dan |Dinas Kependudukan dan

pelayanan
kependudukan dan
catatan sipil

Masyarakat (IKM) Perangkat
Daerah

kepuasan masyarakat pada pelayanan
kependudukan dan catatan sipil

Catatan Sipil

Catatan Sipil




TUJUAN/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya Persentase cakupan Kepemilikan %o Jumtah anak 0-17 tahun berakte kelahiran / Dinas Kependudukan dan [ Dinas Kependudukan dan
pelayanan administrasi |Akta Kelahiran pada anak 0-17 Total Jumlah anak 0-17 tahun x 100 Catatan Sipil Catatan Sipil
kependudukan dan tahun
catatan sipil - —

Persentase pasangan berakte Yo Jumlah pasangan nikah berakte nikah / Dinas Kependudukan dan |Dinas Kependudukan dan
nikah Jumlah keseluruhan pasangan nikah x 100 Catatan Sipil Catatan Sipil
Persentase penerbitan Kartu % Jumlah KTP berNIK yang diterbitkan / Jumlah|{Dinas Kependudukan dan |Dinas Kependudukan dan
Tanda Penduduk (KTP) penduduk wajib KTP x 100 Catatan Sipil Catatan Sipil

11 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Meningkatnys kualitas | Presentase Desa Maju dan Yo Jumlah Desa Maju + Desa Berkembang / Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
pemberdayaan Berkembang Jumiah Total Desa x 100 Masyarakat dan Desa Masyarakat dan Desa
masyarakat dan desa
Terwujudnya Persentase pemberdayaan % Jumlah PKK Aktif / Jumlah PKK x 100 Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Masyarakat dan Desa Masyarakat dan Desa
masyarakat dan desa aktif

Persentase ﬁosyaﬁdu aktif Yo Jumlah Posy;lndu Aktif / Jumlah Posyan}lu x |Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
100 Masyarakat dan Desa Masyarakat dan Desa
Persentase desa siaga aktif % Jumlah desa siaga aktif /Jur;ilah desa siaga Dinas Pemberdayaan Dinas Perﬁg&gé};;n__ o
yang dibenituk x 100 Masyarakat dan Desa Masyarakat dan Desa
Realisasi APBDes a o “YRealisasi APBDes / Total APBDes x 100 Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan |
Masyarakat dan Desa Masyarakat dan Desa
E&ehﬁ&ﬁ&u&?ﬁ&@xﬁfa{gﬂ "o lJumiah Bumdes Berkemiﬁ;ng/Tot;l_Bumaes x |Dinas Pemberdayaﬁan Dinas P‘V’embe}tiiaya-an-i o
100 Masyarakat dan Desa Masyarakat dan Desa
12 |DINAS PERHUBUNGAN

Meningkatnya kualitas
laganan perhubungan

Persentase anglkutan

layak fungsi

barang dan penumpang yang

"Meningke;t_n_y_a_ iatyanan

dan sarana
perhubungan

Persenfé.'sc'i-a_ﬁ KIR angkutén
barang dan penumpang

%

penumpang x 100

Jumlah angkutan barang dan penumpang yang
layak fungsi / Jumlah keseluruhan angkutan
barang dan penumpang x 100

Jumlah Uj KIR angkutan barang dan
penum pang yang akan dioperasikan di jalan
agar memenuhi persyaratan teknis dan layak
jalan / Total Jumlah Angkutan barang dan

Dinas Perhubungan

Dinas .-Perhubungaﬁ

Dinas Perhubungan

'Bi-nas Perﬂ@aﬁgan




TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SATUAN

FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN

PERANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA

Penyediaan fasilitas keselamatan
jalan pada ruas jalan kabupaten

Yo

Jumiah fasilitas keselamatan jalan yang
terpasang/Jumlah fasilitas keselamatan jalan

yang direncanakan x 100

Dinas Perhubhungan

Dinas Perhubungan

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Meningkatnye kualitas
pelayanan komunikasi,
informatika, statistik
dan persandian

Nilai Indeks kepuasan
Masyarakat (IKM)

Meningkatnya
pelayanan komunikasi,
informatika, statistik
dan persandian

Poin

Rata-rata nilaj 9 unsur penilaian survei
kepuasan masyarakat pada pelayanan
komunikasi, informatika, statistik dan

persandian

Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik {SPBE)

Indeks Keterbukaan Informasi
Publik

Skor

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan

Persandian

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian

SPBE (Permenpan no. 5/2018)

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian

Skor

Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Persentase Perangkat Daerah
yang terintegrasi dalam Satu Data

%o

Dinas Komﬁﬁikési,
Informatika, Statistik dan
Persandian

Dinas Kom;.m.ikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian

Dinas Komu.nikasi:
Informatika, Statistik dan
Persandian

Jumlah FD yang terintegrasi dalam sistim satu
data / Jumlah Total PD x 100

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian

Informatika, Statistik dan
Persandian

Persentase aplikasi Perangkat
Daerah yang menerapkan
keamanan informasi

%

Jumlah aplikasi PD yang menerapkan
keamanan informasi / Jumlah seluruh aplikasi

FD x 100

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian

DINAS KOPERASI, USAHA KECII, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Meningkatnya
kontribusi sektor
perdagangan dan
industri terhadap
PDRB

Kontribusi sektor perdagangan %
besar dan eceran terhadap PDRB
Kontribusi sektor industri %

pengolahan terhadap PDRB

Meningkatnya
kontribusi dan daya
saing peran koperasi
UMKM, perindustrian
dan perdagangan

Pcrsentase koperasi aktif

0 T

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor

perdagangan besar dan eceran / jumlah PDRB

x 100

pengolahan / jumiah PDRB x 100

Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh

koperasi x 100

|Jumiah kontribusi PDRE dari sektor industri

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan

Perdagangan

| Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Kaperasi, UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM,
Perindust rian dan
Perdagangan




TUJUAN/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
T
Presentase peningkatan jumlah % Jumlah peningkatan Usaha Mikro menjadi Kecil | Dinas Koperasi, UKM, Dinas Koperasi, UKM,
usaha mikro menjadi keeil Tahun n - Jumlah peningkatan Usaha Mikro Perindustrian dan Perindustrian dan
menjadi Kecil Tahun n-1 / Jumlah peningkatan | Perdagangan Perdagangan
Usaha Mikre menjadi Kecil Tahun n-1 x 100
T Persentase laju pcrtumbuh;ﬁ ) % Jumlah laja pertumbuhan sektor perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Dinas Koperasi, UKM,
sektor perdagangan tahun n - Jumlah laju pertumbuhan sektor Perindustrian dan Perindustnan dan
perdagangan tahun n-1 / Jumiah laju Perdagangan Perdagangan
pertumbuhan sektor perdagangan tahun n-1 x
100
 Persentase lajn pertumbuhan % Jumlah Laju pertumbuhan sektor perindustrian |Dinas Koperasi, UkM, ﬁﬁn;.;”l(opcrasi, Uflgl,
sektor perindustrian tahun n - Jumlah laju pertumbuhan sektor Perindustrian dan Perindustrian dan
perindustrian tahunn-1 / Jumilah laju Perdagangan Perdagangan
pertumbuhan sektor perindustrian Tahun n-1 x
100
15 |DINAS PENANKAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Meningkatnya Realisasi investasi daerah Rupiah Jumlah nilai realisasi investasi berskala Dinas Penanaman Modal |Dinas Penanaman Modal
investasi daerah dan nasional (PMDN/PMA) dan Pelayanan Terpadu |dan Pelayanan Terpadu
pelayanan terpadu B o _ Satu Pintu Satu Pintu _
satu pintu Nilai Indeks Kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Dinas Penanaman Modal |Dinas Penanaman Modal
Masyarakat (IKM) kepuasan masyarakat pada pelayanan terpadu |dan Pelayanan Terpadu dan Pelayanan Terpadu
satu pintu Satu Pintu Satu Pintu
Meningkatnya investasi |Persentase meningkatnya Y Jumlah investasi berskala nasional Dinas Penanaman Modal |Dinas Penanaman Modal
di daerah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) tahun n-Jumlah investasi dun Pelayanan Terpadu |dan Pelayanan Terpadu
berskala nasional (PMDN/PMA} tahun n- Satu Pintu Satu Pintu
1/Jumlah investasi berskala nasional
{(PMDN/PMA) tahun n-ix100
 Jumlah nilai investasi berskala Rupiah ~ |Jumlah nilai investasi berskala nasionat Dinas Penanaman Modal |Dinas Penanaman Modal
nasional (PMDN/PMA) (PMDN/PMA) dan Pelayanan Terpadu dan Pelayanan Terpadu
— — - — - — N ~ Satu Pintu L|Saabintn
Meningkatnya Persentase Bangunan/ Usaha % Realisasi bangunan / usaha berijin dibagi Dinas Penanaman Modal |Dinas Penanaman Modal
pelayanan perijinan Berijin Target bangunan / usaha berijin x 100 dan Pelayanan Terpadu dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Satu Pintu
16 |DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Meningkatnya PDRB sektor Penyediaan Rupiah Jumlah PDRB sektor penyediaan akomodasi Linas Kebudayaan dan  |Dinas Kebudayaan dan

pariwisata dalam
perekonomian daerah

akomodasi dan makan minum

dan makan minum

Pariwisata

Pariwigata




»s

TUJUAN/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya peran Jumlah kunjungan wisatawan Orang Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Dinas Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan dan
budaya dan pariwisata dan domestik Pariwisata Pariwisata
dalam perekonomian
daerah - — — — - —— . - . - —

Rata-rata lama tinggal Hari Jumlah hari dan rata-rata keselurizhan lama Dinas Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan dan
tinggal wisatawan Pariwisata Pariwisata

17 |{DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Meningkatnya kualitas | Nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Dinas Perpustakaan dan |Dinas Perpustakaan dan
pelayanan masyarakat (IKM) kepuasan masyarakat pada pelayanan Kearsipan Kearsipan
perpustakaan perpustakaan dan kearsipan

Indeks Pcmbangun.an-_LiIérasi. Poin Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca IDinas Perpustakaan dan | Dinas Perpustakaan dan
Masyarakat masyarakat Kearsipan Kearsipan
Mcnixig—l;;&&a kualitas |Persentase pengﬁnjuilg_ N % | Jumlah peﬂgun juné _perpﬁstak: mn/ Dinas Perpust_;‘:lff_a.;ﬁ dan Dinas.:-l"erpustakaan dan |
pelayanan perpustakaan pengun jung perpustakaan yang ditargetkan x  |Kearsipan Kearsipan
perpustakaan daerah 100
Persentase péﬁnwékatan koleksi Yo * |Jumlah Koleksi buku di perpuu;fakaan daerah [Dinas Per_;u)ustakaa.n dan |Dinas Pc?p?ustaké.;;i“ dan
buku yang tersedia di pada tahun n-Jumlah Koleksi buku di Kearsipan Kearsipan
perpustakaan daerah perpustakaan daerah pada tahun n-1/Jumlah
Koleksi buku di perpustakaan daerah pada
tahun n-1 x100
Persentase ;)elm'lr_m ngiéﬁT;GiJ;éi o "%  |Jumlah koleksi ]lﬁul—huku__dlwperpustakaan .DinasmPerpustakaar.l dan |Dinas Perp{Jstakaan dan |
judul buku yang tersedia daerah pada tahun n-Jumlah koleksi judul Kearsipan Kearsipan
perpustakaan daerah buku di perpustakaan daerah pada tahun n-
1/Jumiah koleksi judul buku di perpustakaan
daerah pada tahun n-1 x100
Meningkatoya tata Persentase peningkatan arsip %o Jumiah arsip terpelihara dan dokumentasi Dinas Perpustakaan dan |Dinas Perpustakaan dan
kelola kearsipan terpelihara dan dokumentasi tahun n-Jumlah arsip terpelihara dan Kearsipan Kearsipan
pemerintah daerah kegiatan daerah dokumentasi tahun n-1/Jumlah arsip
terpelihara dan dokumentasi tahun n-1x100
'Meningkatnya | Per:sentase perangkat daerah "%  |Jumlah Perangkat Daerah yang tclah | Dinas Perpustakaan dan | Dinas Perpustakaan dan

pengelolaan kearsipan
daerah

vang mengelola arsip secara balku

‘menerapkan arsip secara baku
/ Jumlah perangkat daerah x 100

Kearsipan

Kearsipan




TUJUAN/SASARAN

FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
18 |DINAS PERIHKANAN
Meningkatnya Persentase produksi perikanan % Jumlah produksi perikanan tahun n-Jumlah Dinas Perikanan Dinas Perikanan
produksi perikanan meningkat produksi perikanan tahun n-1/ Jumiah
e . ..l ____  jproduksi perikanan tahun n-] x100 , j -
Meningkatnya produksi|Produksi perikanan laut Ton Jumlah produksi perikanan laut Dinas Perikanan Dinas Perikanan
perikanan tangkap dan | L _ . o R e
budidaya Produksi perikanan darat Ton Jurmlah produksi perikanan darat Dinas Perikanan Dinas Perikanan
[Meningkatnya konsumsi|Konsumsi iken Kg/kapita |Total konsumsi ikan / Jumlah penduduk  |Dinas Perikanan " |Dinas Perikanan
ikan
19 |DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya Produksi sektor pertanian dan Ton Jumlah produksi sektor pertanian dan Dinas Pertanian Dinas Pertanian
produksi pertanian perkebunan perkebunan tahun n
dan perkebunan
Meningkatnya proauksi Produksi Padi Ton Jumlah pl’O(ii.lkSi p;:\di Dinas Pertanian o Dinas Pertanian
dan produktivitas : - - : ‘ T - e Tra - S - — ]
pe ian dan Produksi Jagung Ton Jumlah produksi jagung Dinas Pertanian Dinas Pertanian
perkebuna_n S, e . DI e e ) T
Produksi Sayur-Sayuran Ton Jumlah produksi sayur-sayuran Dinas Pertanian Dinas Pertanian
 Produksi Buah-Buahan ~ Ton | Jurnlah produksi buah buahan Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Produksi Tembakau Ton Jumlah produk”e-;i tembakau |Dinas Pertanian Dn;as Pertanian o
Produktivitas padi | Ton/Ha |Produksi tanaman padi (Ton) / Luas areal  |Dinas Pertanian  |Dinas Pertanian
tanaman padi (Haj
20 DINAS PETERNAKAN
Meningkatnya Persentase peningkatan produksi % Jumlah produksi peternakan tahun n-Jumlah |Dinas Peternakan Dinas Peternakan
produksi peternakan |peternakan Produksi peternakan tahun n-1/Jumlah
Produksi peternakan tahun n-1
Meningkatnya populasi |[Populasi Ternak Besar Ekor Jumlah populasi ternak besar tahun n Dinas Peternakan Dinas Peternakan
ternak
Populasi Ternak Kecil Ekor Jumlah populasi ternak kecil tahun n Dinas Peternakan Dinas Peternakan
Populasi Ternak Unggas | " Eker  |Jumlah pepulasi ternak unggas tahun n Dinas Peternakan |Dinas Peternakan




TUJUAN/SASARAN

PENANGGUNGJAWAB

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN SUMBER DATA
21 i BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Meningkatnya Persentase penyelenggaraan Y Jumlah kegiatan penyelenggaraan administrasi |Bagian Adminjsrasi Bagian Adminisrasi

penyelenggaraan administrasi pemerintahan pemerintahan umum dan kesra / Jumlah Pemerintahan dan Pemerintahan dan

administrasi umum dan kesra kegiatan penyelenggaraan administrasi Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat

pemerintahan umum pemerintahan umum dan kesra yang

dan kesra direncanakan x 100

Terwujudnya Nilai Evaluasi Kinerja Kualitatif  {Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Bagian Adminisrasi | Bagian Adminisrasi

penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan (ST/T/S/R) |Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {EKPPD)}|Pemerintahan dan Pemerintahan dan

administrasi Daerah (EKPPD} terhadap Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat

pemerintahan umum Pemerintahan Daerah (LPPD)

dan kesra

Persentase _bela.ksanaan kégiatan % Jumlah '}‘)elaksanaan kegmtan késra/ jumlah Bagm;lm Adminjsrasi Bagian Adminisrasi
kesra seluruh kegiatan kesra yang direncanakan x Pemerintahan dan Pemerintahan dan
100 Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat

22 |BAGIAN HUKUM

Meningkatnya kualitas | Persentase produk hukum Yo Jumiah produk hukum daerah yang Bagian Hukum Bagian Hukum

penerbitan produk daerah yang harmonis dan diharmonisasi/ diasistensi dan

hukum daerak terpu blikasi dipublikasi/Jumlah produk hukum daerah

yang diprogramkan x 100
Terwujudnya Persentase produk hukum Yo Jumlah rancangan produk hukum daerah yang |Bagian Hukum Bagian Hukum

harmonisasi dan
publikasi produk
hukum daerah

daerah yang
diharmonisasi/diasitensi

| Presentase fasilitasi bantuan
hukum untuk penanganan Kasus
perdata dan TUN pemerintah
daerah

Y%

diharmonisasi dan diasistensi /Jumlah produk
hukum daerah yang diprogramkan x 100

penanganan kasus perdata dan TUN
pemerintah daerah /Jumlah kasus yang
dilaporkan x 100

Bagian Hukum

Bagian Hukum

Persentase publikasi produk
hukum daerah pada masyarakat
dan aparatur pemerintah

%

Jumlah produk hukum yang dipublikasi /
Jumlah preduk hukum yang tersedia x 100

Bagian Hukum

Bagian Hukum




TUJUAN/SASARAN

e

pelaksanaan kinerja

vang menyampaikan LKIP tepat

organisasi

waktu

waktu/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100

[ [

NO STRATEGIS INDIEATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
23 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Meningkatnya Persentase capaian layanan % Jumlah kegiatan bidang Perekonomian dan Bagian Perekonomian dan | Bagian Perekonomian
pelayanan bidang perekonomian dan Adminjstrasi Pembangunan vang dilaksanakan/ | Administrasi Administrasi
bidang dan administrasi pembangunan Jumlah kegiatan yang direncanakan x100 Pem bangunan Pembangunan
administrasi
pembangunan
Terwujudnya pelayanan {Persentasc Perangkat Daerah % Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan | Bagian Perekonomian dan jBagian Perekonomian
bidang perekonomian |yang menyampaikan laporan fisik laporan realisasi fisik keuangan/Jumlah Administras i Administrasi
<dan administrasi keuangan tepat waktu seluruh Perangkat Daerah x 100 Pembangunan Pembangunan
pembangunan
Persentase BUMD yang sehat % |Jumlah BUMD yang sehat/Jumlah total BUMD {Bagian Perekonomian dan | Bagian Perekonomian dan|
x 100 Administrasi Administrasi
Pembangunan Pembangunan
T o Ketersediaan data potensi %o Jumlah PD yang menyampaikan data potensi |Bagian Perekonomian dun {Bagian Perekonomian dan
dumber daya alam sumber daya alam/Jumlah perangkat daerah |Administrasi Administrasi
penyedia data x 100 Pembangunan Pembangunan
24 |BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Terwujuduya tata Persentase pengadaan % Total belanja e-procurement/Total belanja Bagian Pengadaan Bagian Pengadaan
kelola pengadaan barang/ jasa melalui e- pengadaan dalam APBD x 100 Barang/Jasa Barang/Jasa
barang dan jasa sesuai | procurement
kotentuan yang
berlaku
1 ?&%ﬁjﬁdﬁya | Persentase fasilitasi ;Ja_ngada;; . % Jumlah OP-D—v-a;'z_g_dl_fx asilitasi datam pangadaan i_Bu.iu.gi.an Pengddaan Eag;dn Pengad_a_a_n—wm N
adminstrasi layanan | barang/jasa barang/jasa dibagi jumlah seluruh OPD x100 Barang/ Jasa Barang/Jasa
_ .| ne ngaban baran gfasal - o — [N I — SR S S
Persentase jabatan fungsional % Jumlah JFPPBJ / Jumlah JFPPBJ sesuai Bagian Pengadaan Bagian Pengadaan
pengelola pengadaan barang dan analisis beban kerja x 100 Barang/Jasa Barang/Jasa
jasa (JFPPBJ}
25 | BAGIAN ORGANISASI
Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah % Jumlah PD yang menyampaikan LKIP tepat Bagian Organisusi Ragian QOrganisasi




TUJUAN/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Persentase Perangkat Daerah %o Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Bagian Organisasi Bagian Organisasi
yang menyusun Perjanjian Perjanjian Kinerja/Jumlah seluruh Perangkat
Kinerja Daerah x 100

Meningkatr&a kinerja Persentase Peréngka't Daerah Yo |Jumilah Perangkat Daerah yang memiliki Bag1an Orgénisasi i Bagian Organisasi

dan kelembagaan PD yang memiliki SOTK SOTK/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100

vang efcktif dan efisien | . B - e
Persentase Perangkat Daerah s Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Bagian Organisasi Bagian Organisasi
yang memiliki Dokumen ABK dan Dokumen ABK dan ANJAB/Jumlah seluruh
ANJAB Perangkat Daerah x 100

I\;Ieningkatnya Persentase Perangkat Daerah % Jumlah Perangkat Daerah yang memilili Bagian Organisasi Bagian Organiéaéi a

ketatalaksanaan yang |yang memiliki SOP SOP/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100

efektif dan efisien — S _ —
indeks Kepuasan Pelayanan Poin Rata-rata skor nilai indeks kepuasan Bagian Organisasi Bagian Organisasi
Masgyarakat Perangkat Daerah masyarakat pada unit pelayanan publik

26 |BAGIAN UMUM

Meningkatnys kualitas | Persentase pelayanan kedinasan Yo Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Bagian Umum Bagian Umum

pelayanan dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala dan Wakil Kepala Derah/jumlah kegiatan

penyelenggaraan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

pemerintahan daerah direncanakan x 100

Terwujudnﬁx pelayané; Persentase kegiatan kedinasan Yo [ Jumlah Kegiataﬁ Kedinasan 'I"{epala Daé}ja}—x_av;;ﬂméagian Umum o Bagian Umum

kedinasan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Walkil Kepala Derah vang terfasilitasi dengan

Daerah dan Wakil Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan standar

Kepala Daerah baik sesuai dengan standar Keprotokolan/jumlah kegiatan Kepala Daerah
keprotokolan dan Wakil! Kepala Daerah x 100

27 |SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEFRAH

Meningkatnya kualitas
layanan Lembaga
DPRD dalam rangka
mendukung tugas,
fungsi dan wewenang

Terwujudnya pelayinan
dalam rangka {asilitasi
kegiatan DPRD

Persentase fasilitasi kegiatan
DPRD

[} iy

Persentase raﬁ;:angan perda
menjadi perda

%

Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi/Jumlah
kegiatan DPRD yang direncanakan x 100

Jumlah réncangari pératuran ‘daerah yang
ditetapkan/Jumlah rancangan peraluran
daerah yang diusulkan x 100

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD




%1

TUJUAN/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PERJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Persentase keputusan DPRD yang % Jumlah keputusan DPRD yang Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
dihasilkan ditetapkan/Jumlah keputusan DPRD yang

direneanakan x 100
Persentase rancangan Peraturan % Jumlah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif |Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Daerah Inisiatif DPRD yang DFRD yang ditetapkan/Jumlah rancangan
dihasilkan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang
direncanak:an x 100
28 |BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya Kualitas | Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Poin Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Badan Perencanaan, Badan Perencanaan,
Perencanaan evaluasi SAKIP Penelitian dan Penelitian dan
Pembangnnan Daerah Pengembangan Daerah Pengembangan Daerah
B lindeks Inovasi Daerah Skor Himpuna.ﬁ inovasi daerah yang telah dilafmrkan Badan Perencanaan, o Badanlier;ncainaéﬂ,i o
kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah Penelitian dan Penelitian dan
bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan |Pengembangan Daerah Pengembangan Daerah
pemerintahan daerah
Tl“cr'wuJ|.1drxya “|Presentase Konsistensi . % Persentase hasil konsistenéiwaznip:n};lérasan Badan Perencanaan, Badan Perencanaan,
Konsistensi Perencanaan Pembangunan perencanaan pembangunan jangka menengah |Penelitian dan Penelitian dan
Perencanaan Daerah (%) dan tahunan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) Pengembangan Daerah Pengembangan Daerah
Pembangunan Daerah
- 7penerapa.n ke]itbang:;ﬂ Pres;r;t_é‘éé'w;i;;:l;ﬁ{;ntasi hasil %o Jumlah inilt;l_émentasi hasil kclitbangar;m/_ " |Badan Perencanaan, S Badanf’_e?e_nc_a_n;.a;,_ Y
untuk pembangunan kelitbangan Jumlah rencanana kelitbangan yang Penelitian dan Penelitian dan
dacrah direncanakan x 100 Pengembangan Daerah Pengembangan Daerah
29 |BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Opini BPK terhadap Laporan Opini Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK Badan Keuangan dan Aset|Badan Keuangan dan Aset
akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah terhadap laporan keuangan daerah Daerah Daerah
keuangan daerah
lindeks Pengelolaan Kenangan |  Predikat  |Penilaian Kemendegda Badan Keuangan dan Aset|Badan Keuangan dan Aset

Meningkatnya
pengelolaan keuangan
dan aset daerah

Paerah (IPKDj

Penetapan_ APBD

Waktu

[ Tepat Waktu /
Tidak Tepat

_Kctépatan ‘Waktu 'Penéfaﬁ;:;l_ﬂf’_BD -

Daerah

Daerah

Daerah

| Badan Keuangan dan Asel
Daerah

-d




NO
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STRATEGIS INDIKATOR BATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Persentase Pengelolaan Aset %o Aset yang ditangani / Total aset x 100 Badan Keuangan dan Aset|Badan Keuangan dan Aset
Daerah Daerah Daerah
Persentase SILPA terhadap APBD B Yo Total Silpa /7;[‘0tial APBD x 100 “|Badan K;auanga.n dan Aset|Badan Keunangan dan Aset]
Daerah Daerah
30 |BADAN PENDAPATAN DAERAH

Meningkatnya rcalisasi | Presentase Realisasi PAD % Realisasi PAD/Target PAD x 100 Badan Pendapatan Badan Pendapatan

Pendapatan Asl Daerah Daerah

Daerah (PAD)

Mening_katnya Presentase PAD terhaa;;— o % Total PAD/Total Pendapatan x 100 Badan Pendapatan Badan P-é.ndapalwaﬁiiiii

kontribusi Pendapatan
Asli Daerah {PAD)

pendapatan

Daerah

Daerah

31

BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH

Meningkatnya Sumber
Daya Manusia dan
disiplin Aparatur

Sipil Negara

Persentase cakupan pemenuhan
jabatan pada perangkat daerah

Yo

| Persentase tingkatw&isip]in ASN

Meningkamtﬂj';a kuantitas
dan kualitas instansi
pemerintah

Persentase Vjabatan pimpinan
tinggi pratama yang terisi pada
perangkat daerah

%

Jumlah seluruh jabatan yang terisi pada
perangkat daerah / Total seluruh jabatan yang
direncanakan pada semua perangkat daerah x
100

jumlah ASN yang tidak _;ﬁelangqar diSiplin /
Jumlah total ASN x 100

Yo

Persentase jabat-a;'l administrator
dan pengawas yang terisi pada
perangkat daerah

tertentu yang terisi pada
perangkat daerah

Persentase jabatan fungsional |

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Daerah

Jumlah ]ai:)ata.n pimpinan tinggi pratama yang
terisi / Total seluruh perangkat daerah x 100

o

Jumlah jaba&a-.-ri ‘administrator dan pengawas
yang terisi / Total jabatanadministrater dan
pengawas seluruh perangkat daerah x 100

Y

vyang terisi/ Total jabatan fungsional tertentu
yang direncanakan x 100

[Badan Kepegawaian dan

Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembang: in
Sumberdaya Manusia
Daerah

Jumléh_;;emé}lgi{u jabatan fungsional tertentu |

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan

Sumberdaya Manusia
Daerah

|Badan Kepegawaian dan

Daerah

Badan Kepegawaian dan
Pengembang: in
Sumberdaya Manusia
Daerah

Pengembangan
Sumberdaya Manusia

%/




NO TUJ;JTANR {TSEASG?SRAN INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya Persentase ASN yang mengikuti % Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Badan Kepegawaian dan |Badan Kepegawaian dan
kompetensi aparatur pendidikan dan pelatihan formal pelatihan formal / jumlah ASN yang Pengembangan Pengembangan
sesual bidang keahlian direncanakan x 100 Sumberdaya Manusia Sumberdaya Manusia
yang dibutuhkan Daerah Daerah

v S s ——— e - e

Persentase ASN yang telah % Jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural / |Badan Kepegawaian, Badan Kepegawaian,

mengikud pendidikan dan Total diklat struktural vang direncanakan bagi |Pendidikan, Pelatihan dan |Pendidikan, Pelatihan dan

pelatihan struktural ASN x100 Sumberdaya Manusia Sumberdaya Manusia
Daerah Daerah

32 |INSPEKTORAT
Meningkatnya Jumlah Temuan BPK Temuan Jumlah temuan BPK RI atas LKPD tahun n-1  |Inspektorat Inspektorat
eficktifitas pembinaan
dan was - - e -
penyl:;:::gar:;: Persentase Evaluasi AKIP %Yo Jumlah Dokumen SAKIP PD yang dievaluasi / |Inspektorat Inspektorat
pemerintahan daerah Perangkat Daerah Jumlah PD x 100

Level Maturitas SPIP Level Pnnilai;;lgfang dikeluarkan oleh BPKP Ins;éi;fogi ) Inspektorat o
Meningkatnya kuantitas | Level Kapabilitas APIP Level Penilaian yang dikeluarkan oleh BPKP Inspektorat Inspektorat )
dan kapabilitas APIP
n Persentase Apéfatur Pemeriksa % Jumlah ASN yang_ memiliki sertifikat Auditor _-ii;lspektorat Inspektorat B
{Auditor dan P2UPD) yang dan P2UPD / Jumlah ASN yang direncanakan x
Profesional 100
Ee;ﬁmgf wkatnya Persentase TLHP % Realisasi rekomendasi APIP yang telah In_si:»ektox:;t T Inspektorat ]
Penyelesaian Lanjut APIP ditindaklanjuti / jumlah total rekomendasi
Hasil Pemeriksaan temuan APIP x 100
—_ J(TLHP) i , e S o S - , e ]
Persentase TLHP % Realisasi rekomendasi BPK yang telah Inspektorat Inspelitorat
BPK ditindaklanjuti / jumlah total rekomendasi
temuan BPK x 100

33 |KECAMATAN LOBALAIN
Meningkatnya kualitas { Rala-rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Lobalain Kecsimatan Lobalain
pelayanan publik masyarakal (TKM) kepuasan masyarakat di Kecamatan Lobalain
kecamatan

SR e _— —




TUJUAN/SASARAN

penyelenggaraan tugas
pemerintahan,
Pembangunan dan

pengaduan masyarakat

Kemasyarakatan

Jumlah pengaduan masyarakat x 100

Daya

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PERGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya kinerja Persentase penyelesaian % Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / |Kecamatan Lobalain Kecamatan Lobalain
penyelenggaraan tugas |pengaduan masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat x 100
pemerintahan,

Pembangunan dan
Kemasyarakatan
B Persentase desa yang ‘tertib dalam Y | Persentase desa yang tertib dalam I;engelolaan Kecamatan Lobalain Kecamatan Lobalain |
pengelolaan administrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di
kecamatan
Persentase Lembaga % Jumlah Leml;aga Kemasyarkatan Yang Aktf / Kecamatan Lobalain Kecamatan Lobalain
Kemasyarakatan Yang Akif Jumlah Lembaga Kemasyrakat:in Yang Ada di
Kecamatan x100

34 |KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
Meningkatnya kualitas Rata-rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Rote Barat Kecamatan Rote Barat
pelayanan publik masyarakat (IKM) kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote Barat |Laut Laut
kecamatan Laut
Meningkatnya kinerja  |Persentase penyeieé;ién Yo Jumlah penyelesaian pengaduan mas§;rakat / {Kecamatan Rote Barat Kecamatan Rote Barat |
penyelenggaraan tugas |pengaduan masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat x 100 Laut Laut
pemerintahan,

Pembangunan dan e e - o e
Kemasyarakatan Persentase desa yang tertib dalam Yo Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan |Kecamatan Rote Barat Kecamatan Rote Barat
pengelolaan administrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di Laut Laut
kecamatan
Persentase Lembaga | % Jumlah Lembaga Kcmasyarkatan Yang Aktif / |Kecamaten Rote Barat  |Kecamatan Rote Barat
Kemasyarkatan Yang Aktif Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Yang Ada di jLaut Leut
Kecamatan x100

35 |KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
Meningkatuys kualitas Rata-rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Rote Barat Kecamat:an Rote Barat
pelayanan publik magyarakat (IKM) kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote Barat |Daya Daya
kecamatan Daya
Meningkatnya kinerja  |Persentase penyelesalan | % Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / |Kecamatan Rote Barat  |Kecamatan Rote Baxat

T




TUJUAN/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWARB SUMBER DATA
Persentase desa yang tertib dalam %o Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan |[Kecamatan Rote Barat Kecamatan Rote Barat
pengelolaan administrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di Daya Daya

B A e ~ keamat an S T
Persentase Lembaga % Jumlah Lembaga Kemasyarkatan Yang Aktif / |Kecamatan Rote Barat Kecamatan Rote Barat
Kemasyarkatan Yang Alctif Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Yang Ada di |Daya Daya
Kecamatan x100
36 |KECAMATAN ROTE BARAT
Meningkatnya kualitas |Rata rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Rote Beoarat Kecamatan Rote Barat
pelayanan publik masyarakat {IKM) kepuasan masyarakat di Keeamatan Rote Barat
kecamatan , e e e R
Meningkatnya kinerja |Persentase penyelesaian %Yo Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / |Kecamatan Rote Barat Kecamatan Rote Barat
penyelenggaraan tugas |pengaduan masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat x 100
pemerintahan, I B A ]
Pembangunan dan Persentase desa yang tertib dalam % Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan |Kecamatan Rote Barat Kecamatan Rote Barat
Kemasyarakatan pengelolaan administrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di
o o kecamatan R
Persentase Lembaga % Jumlah Lembaga Kemasyarkatan Yang Aktif / [Kecamatan Rote Barat Kecamatan Rote Barat
Kemasyarkatan Yang Aktif Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Yang Ada di
Kecamatan x100
37 |KECAMATAN ROTE SELATAN
Meningkatnya kualitas |Rata-rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Rote Selatan |Kecamatan Rote Selatan
pelayanan publik masyarakat (IKM) kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote
kecamatan i . Selatan S o
Meningkatnya kinerja | Persentase penyelesaian Yo Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / |Kecamatan Rote Selatan |Kecamatan Rote Selatan
penyelenggaraan tugas |pengaduan masyaralkat | |Jumlah pengaduan masyarakat x 100 .
pemcrintahan, Persentase desa yang tertib dalam Yo Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan [Kecamatan Rote Selatan [Kecamatan Rote Selatan
Pembangunan dan pengelolaan administrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di
Kemasyarakatan o I kecamatan e e
Persentase Lembaga % Jumlah Lembaga Kemasyarkatan Yang Aktif / {Kecamatan Rote Selatan |Kecamatan Rote Selatan
Kemasvarkatan Yang Aktif Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Yang Ada di
Kecamatan x100
38 |KECAMATAN ROTE TENGAH
Meningkatnya kualitas | Rata-rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Rote Tengah {Kecamatan Rote Tengah
pelayanan publik masyarakat (IKM) kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote
kecamatan - B Tengah
Meningkalnya kinerja Persentase penyelesaian Y% Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / |Kecamatan Rote Tengah |Kecamatan Rote Tengah
penvelenggaraan tugas |pengaduan masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat x 100
“pemerintahan, Persentase desa yang fertib dalam| %  |Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan |Kecamatan Rote Tengah |Kecamatan Rote Tengah
Pembangunan dan .. . .. . .
pengelolaan administrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di
Kemasyarakatan

| kecamatan

v



TUJUAN/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Persentase Lembaga % Jumlah Lembaga Kemasyarkatan Yang Aktif / }Kecamatan Rote Tengah {Kecamatan Rote Tengah
Kemasvyarkatan Yang Aktif Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Yang Ada di
Kecamatan x100
39 |KECAMATAN PANTAI BARU
Meningkatnya kualitas |Rata-rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Pantai Baru Kecamatan Pantai Baru
pelayanan publik masyarakat (IKM) kepuasan masyarakat di Kecamatan Pantai
kecamatgn ;| Baru ol ]
Meningkatnya kinerja |Persentase penyelesaian %Yo Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / |Kecamatan Pantai Baru  {Kecamatan Pantai Baru
penyelenggaraan tugas |pengaduan masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat x 100
3 tah s . . B i PR T, . - . . —_———————
pemerinta nan Persentase desa yang tertib dalam % Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan |Kecamatan Pantai Baru Kecamatan Pantai Baru
Pembangunan dan
Kem akatan pengelolaan administrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di
: - kecamatan R o
Persentase Lembaga % Jumlah Lembaga Kemasyarkatan Yang Aktif / |Kecamatan Pantai Baru Kecamatan Pantai Baru
Kemasyarkatan Yang Aktif Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Yang Ada di
Kecamatan x1(00
40 |KECAMATAN ROTE TIMUR
Meningkatnya kualitas Rata-rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Rote Timur Kecamatan Rote Timur
pelayanan publik masyarakat (IKM) kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote Timur
kecamatan
Mcningkatnya kinerja  |Persentase penyelesa;n ------ % Jumlah penyelesaian pengaduan masy:érak;t /_ Kecamatan Rote Timur Kecamatan Rote Timur
penyelenggaraan tugas |[pengaduan masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat x 100
pemerintahan, — e e e e e I
Pembangunan dan Persentase desa yang tertib dalam Yo Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan |Kecamatan Rote Timur Kecamatan Rote Timur
Kemasyarakatan pengelolaan adrministrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di
kecamatan
Persentase Lembaga "%  |Jumlah Lembaga Kemasyarkatan Yang Aktif ; |Kecamatan Rote Timur  |Kecamatan Rote Timur
Kemagyarkatan Yang Aktif Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Yang Ada di
Kecamatan x100
41 {KECAMATAN NDAO NUSE
Rata-rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Ndao Nuse Kecamatan Ndao Nuse

Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
kecamatan

penyelenggaraan tugas
pemerintahan,

Pembangunan dan

Kemasyarakatan

masyarakat (IKM)

{Persentase penyelesaian

pengaduan masyarakat

%

kepuasan masyarakat di Kecamatan Ndao Nuse

Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat /
Jumlah pengaduan masyarakat x 100

Kecamatan Ndao Nuse

Kecamatan Ndao Nuse




NO | INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN | PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Persentase desa yang tertib dalam % Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan |Kecamatan Ndao Nuse Kecamatan Ndao Nuse
pengelolaan administrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di
kecamatan
Persentase Lembaga % Jumlah Lembaga Kemasyarké.tan Yang Aktif / " |Kecamatan Ndao Nuse Kecamatan Ndao Nuse
Kemasyarkatan Yang Aktif Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Yang Ada di
Kecamatan x100
42 |KECAMATAN LANDULEKO
s Rata-rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Landu Leko Kecamatan Landu Leko
Meningkatnya kualitas akat (K Kk akat K tan L ek
pelayanan publik masyarakat (KM} epuasan masyarakat Kecama anduleko
kecamatan
e - - - - e - .
Meningkatnya kinerja |Persentase penyelesaian % Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / [Kecamatan Landu Leko Kecamatan Landu Leko
penyelenggaraan tugas |pengaduan masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat x 100
pemerintahan, . I - S o i e e
Pembangunan dan Persentase desa yang tertib dalam Yo Persentase desa yang tertib datarn pengelolaan |Kecamatan Landu Leko Kecamatan Landu Leko
Kemasyarakatan pengelolaan administrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di
kecamatan
Persentase Lembaga % Jumlah Lembaga Kemasyarkatan Ya.ngm Aktif / |Kecamatan Landuleko |Kecamatan Landu Leko |
Kemasyarkatan Yang Aktif Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Yang Ada i
Kecamatan x100
43 |KECAMATAN LOAHOLU
Meningkatnya kualitas | Rata-rata nilai indeks kepuasan Poin Rata-rata nilai 9 unsur penilaian survei Kecamatan Loaholu Kecamatan Loaholu
pelayanan publik masyarakat (IKM) kepuasan masyarakat Kecamatan Loaholu
kecamatan
B Meni.ngkatr;ya kine{ia Persentase penjr_éigéaian -------- Sl % Jumlah pe'rkl_j}elesaia”.ﬂ;g{g;c-iaa; _n;\;y-é.rtagat / Kecamatan Loaholu Kecamatun Loaholu
penyelenggaraan tugas |pengaduan masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat x 100
pemerintahan,

b L VU S — T e S S O
pembangunan dan Persentase desa yang tertib dalam % Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan |Kecamatan Loaholu Kecamatan Loaholu
Kemasyarakatan L . . . .

pengelolaan administrasi desa administrasi desa/ Total desa yang ada di

kecamatan
Persentase Lembaga o % 1Jumlah Lembaga Kemasyarkatan Yang Aktif / |Kecamatan Loaholu  |Kecamatan Loaholu
Kemasyarkatan Yang Aktif Jumiah Lembaga Kemasyrakatan Yang Ada di

Kecamatan x100




T TUJUAN/SASARAN

NO STRATEGIS INDIKATOR SATUAN FORMULA PENGUKURAN / PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMEER DATA
44 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya Kualitas|Persentase layanan pembinaan % Jumlah kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik |Badan Kesatuan Bangsa |Badan Kesatuan Bangsa
Kinerja pembinaan politik, kesatuan bangsa dan yang dilaksanakan / Jumlah Kegjatan Kesatuan}dan Politik dan Politik
politik, kesatuan kewaspadaan dini Bangsa Dan Politik yang direncanakan x 100
bangsa dan
kewaspadaan dini ] . ]
Terwujudnya - Cakupan pembinaan ideologi % Jumlah kegiatan pembinaan ideclogi wawasan |Badan Kesatuan Bangsa |Badan Kesatuan Bangsa
pembinaan politik, wawasan Kebangsaan kebangsaan yang dilaksanakan / Jumlah dan Politik dan Politik
kesatuan bangsa dan kegiatan pembinaan ideologi wawasan
kewaspadaan dini kebangsaan yang direncanakan x 100
 Persentase Orr_r_las/LS_ﬁ;ang - "%  |Jumlah ormas atau LSM yang dibina / Total Badan Kesatuan Bangsa__ Badan Kesatuan Bangsa
dibina ormas atau LSM x 100 dan Politik dan Politik
Persentase partai politik yang % Jumlah partai politik yang diverifikasi / Jumlah |Badan Kesatuan Bangsa |Badan Kesatuan Bangsa

diverifikasi

Cakﬁpan pembina.aniser_li,
budaya, agama, kemasyarakatan
dan ekonomi

seluruh partai politik x 100

dan Politik

dan Politik

Jumlah kegiatan seni, budaya, agama,
kemasyarakatan dan ekonomi yang
dilaksanakan / Jumlah kegiatan seni, budaya,
agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang
direncanakan x 100

Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
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